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PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 61/M-IND/PER/8/2008

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PERCEPATAN DIVERSIFIKAS| KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

a. bahwa untuk menanggulangi ketergantungan akan satu
jenis bahan pangan yang dapat membahayakan Ketahanan
Pangan Nasional perlu dilakukan diversifikasi konsumsi
pangan;

b. bahwa diversifikasi konsumsi pangan yang telah dilakukan
belum mampu mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH)
yang ideal, schingga perlu untuk dilakukan percepatan
melalui diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya
lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;

c. bahwa untuk mendorong dan mendukung pelaksanaan
program percepatan diversifikasi konsumsi pangan,
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penyusunan
kebijakan, strategi dan operasionalisasi industri yang -
mendukung produksi dan produktivitas industri pangan;

d. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, perlu dibentuk Tim Teknis;

e. bahwa-berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf d, untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1996
tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254); ‘

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang
Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)
sebadgaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia
Nomor 4418).

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
- Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
77/P Tahun 2007;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomoer 94
Tahun 2006;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007,

9. Peraturan Menteri Perindustrian  Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TIM
TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERCEPATAN
DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER
DAYA LOKAL

Pasal 1

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Kebijakan Percepatan
Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Tim
Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tim Teknis mempunyai tugas menyusun road map dan
program kebijakan percepatan diversifikasi pangan berbasis
sumber daya lokal untuk mendukung produksi aan
produktivitas industri pangan.

Pasal 3

Dalam  melaksanakan tugas, Ketua Tim  Teknis
bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis
mengenai kegiatan dan hasilnya kepada Menteri Perindustrian
melalui Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia.

Pasal 4

Tim Teknis melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan
Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember
2008.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan
Peraturan’ Menteri ini dibebankan kepada DIPA Departemen
Perindustrian Tahun Anggaran 2008.
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Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2008

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :
Para Eselon | di lingkungan Depperin

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Yang bersangkutan

oMb

Pertinggal
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LLAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR . 61/M-IND/PER/8/2008
TANGGAL : 22 Agustus 2008

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PERCEPATAN DIVERSIFIKASI KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

. Pengarah : 1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
2. Dirjen Industri Agro dan Kimia
3. Dirjen Industri Kecil dan Menengah

II. Ketua : Ir. M. Setiono, MBA
Kepala Puslitbang Teknologi Industri —BPP!

. Wakil Ketua | : Ir. Yelita Basri
Direktur Industri Makanan - Ditjen IAK

IV. Wakil Ketuall : Ir. Achmad Sufiardi
Direktur Industri Pangan — Ditjen IKM

V. Sekretaris : Ir. Yang Yang Setiawan, M.Sc
Kepala Balai Besar Industri Agro

VI. Nara Sumber . Prof. Dr. Soewarno Tjokro Soekanto
Departemen limu dan Teknologi Pangan — Fateta iPB

VIl. Anggota : 1. Ir. Arman Moenoek, M.Ed
Kepala Pusat Konsumsi dan Keamanan Pangan,
Badan Ketahanan Pangan — Departemen Pertanian

2. Ir. Udhoro Kasih Anggoro, MS "~
Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

3. 'Ir. C. Triharso
Direktur Industri Mesin — Ditjen ILMTA

4. Dr. Baharudin Tappa
Staf Peneliti Puslit Bioteknologi LIPI
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